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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

                                         NOMOR 56 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 

884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA BANDUNG 

 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandung telah diatur dalam 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2019, 

namun dalam perkembangannya terdapat 

kegiatan reses yang belum dapat dilaksanakan 

tepat waktu akibat adanya kondisi pandemi 

Covid-19 dan adanya refocusing pada Perangkat 

Daerah untuk anggaran kegiatan Tahun 2020; 

b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan reses 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai 

dengan atensi dan saran dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat atas Pelaksanaan Masa Reses II dan 

Inisiatif Untuk Refocusing Kegiatan dan Realokasi 

Anggaran Untuk Pembagian Sembako pada OPD 

Sekretariat DPRD Kota/Kabupaten di Wilayah 

Provinsi Jawa Barat, dalam masa pandemi     

Covid-19 penyaluran bantuan dalam bentuk 

sembako dapat dilakukan oleh Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkoordinasi 

dengan Gugus Tugas; 

c. bahwa … 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 884 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota 

Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2003uu017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

12. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007pp039.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/117485/Permen-No.13-2006.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/117485/Permen-No.13-2006.pdf
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Keuangan%20Daerah/Viewer.js/#../Permendagri-21-2011.pdf
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Keuangan%20Daerah/Viewer.js/#../Permendagri-21-2011.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/102372/PERMENDAGRI%20Nomor%2062%20Tahun%202017.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/102372/PERMENDAGRI%20Nomor%2062%20Tahun%202017.pdf
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12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2017 Nomor 6); 

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53); 

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 

2019 Nomor 74); 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 

BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BANDUNG. 

  Pasal … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3519/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3519/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3696/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3696/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22469/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22469/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22308/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22308/detail
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Pasal I 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 

Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 444 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2018 Nomor 20); 

b. Nomor 1430 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2018 Nomor 66); 

c. Nomor 74 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2019 Nomor 74); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD 

dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) 

tahun dan 6 (enam) hari kalender dalam 1 

(satu) kali kegiatan reses. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat 

DPRD meliputi Tenaga Administrasi/ 

Operator Komputer/Pendamping Reses, 

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara 

Sumber (Non-PNS), MC/Pembawa Acara, 

Moderator, Notulen, Pembaca Kitab Suci, 

Pembaca Doa, Sewa Meja Kursi, Sewa Sound 

System, Makan Minum, Spanduk, Alat Tulis 

Kantor, Belanja Penggandaan dan Belanja 

Sewa Ruang Pertemuan dan/atau Tenda. 

 

 

(3) Kegiatan … 

https://jdih.bandung.go.id/


6 
 

 
https://jdih.bandung.go.id/ 

 

(3) Kegiatan yang difasilitasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan 

secara swakelola dan/atau dengan proses 

lelang. 

(4) Pelaksanaan kegiatan reses dalam keadaan 

tertentu darurat bencana dapat dilaksanakan 

sesuai hasil rapat badan musyawarah  

dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh 

Sekretariat DPRD dengan ketentuan untuk 1 

(satu) kegiatan reses meliputi komponen 

dengan biaya sebagai berikut: 

a. Tenaga Administrasi/Operator Komputer 

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima 

ratus rupiah) diberikan dalam 1 (satu) 

kali Kegiatan Reses; 

b. Honorarium Tenaga ahli 

/Instruktur/Narasumber (Non-PNS) 

sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu 

rupiah); 

c. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 

Tetap: 

1) MC sebesar Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah); 

2) Moderator sebesar Rp400.000,00 

(empat ratus ribu rupiah); 

3) Notulen sebesar Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah); 

4) Pembaca Kitab Suci sebesar 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

dan 

5) Pembaca Doa sebesar Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah). 

 

d. Sewa … 

 

https://jdih.bandung.go.id/
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d. Sewa meja kursi sebesar Rp775.000,00 

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah); 

e. Sewa Sound System sebesar 

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu 

rupiah); 

f. Makan Minum sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah); 

g. Spanduk 2 (dua) buah sebesar 

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 

diberikan dalam 1 (satu) kali Kegiatan 

Reses;  

h. Alat Tulis Kantor sebesar Rp400.000,00 

(empat ratus ribu rupiah); 

i. Belanja Penggandaan sebesar 

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 

dan 

j. Belanja Sewa Ruang Pertemuan dan/atau 

Tenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah). 

(6) Beberapa fasilitas kegiatan reses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) dalam keadaan tertentu darurat 

bencana dapat diubah peruntukannya 

kedalam bentuk sembako atau bentuk 

lainnya dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 

reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran A 

yang merupakan Bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal … 

https://jdih.bandung.go.id/


8 
 

 
https://jdih.bandung.go.id/ 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

 

 

 Ditetapkan di Bandung  
 pada tanggal 3 November 2020  

 WALI KOTA BANDUNG, 
 
              TTD. 
 

ODED MOHAMAD DANIAL 

 

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 November 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG  

 

                            TTD. 

 

EMA SUMARNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 57 

  

 

     Salinan sesuai dengan aslinya 

         KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

        H. BAMBANG SUHARI, S.H 

               Pembina Tingkat I 
       NIP.19650715 198603 1 027 
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